Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1908/Pdt.G/2024/PA.TA
> A0, ™
@\:&"/ T — /'./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Tulungagung,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mochamad
Agus Saifudin S.H., dan Kawan. Advokat/Penasehat
hukum yang beralamat di Dusun Ngegong RT. 004 RT.006
Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung denagn domisili elektronik pada alamat
email : agussaifudind3@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tulungagung Nomor 1821/kuasa/10/2024 tanggal 02
Oktober 2024, Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung
(dari simpang lima ........ ke arah timur setelah
persawahan rumah nomor 8 dari barat utara jalan rumah
warna abu-abu), Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor
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1908/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 07 Oktober 2024 , mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi suami istri yang
sah yang telah menikah pada Februari 2012 dan dicatat oleh pegawai
pencatat nikah kantor urusan Agama Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana Surat Keterangan Nikabh,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua
Penggugat selama 5 tahun 5 bulan, setelah itu Tergugat pulang ke
rumah kakaknya di Kabupaten Tulungagung sampai sekarang.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya
suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 13 tahun
dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun, dan sekarang
keduanya dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia
antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak langgeng dan
mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Maret 2016 dikarenakan
kondisi ekonomi yang sulit Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita
(TKW) di Singapura, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/
pertengkaran yang di sebabkan :
- Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja dan
tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak-
anaknya sehingga Penggugat memutuskan pergi merantau menjadi
TKW ke Singapura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat.
- Tergugat pernah menelantarkan kedua anaknya.
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6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

pada bulan Juli 2017 dimana Tergugat menelantarkan kedua anak

Penggugat dan Tergugat di Panti Asuhan, kemudian Tergugat pulang ke

rumah kakaknya di Kabupaten Tulungagung, dan antara Penggugat dan

Tergugat sudah putus komunikasi dan saling meninggalkan

kewajibannya sebagai suami istri dan sampai sekarang telah berpisah

selama 7 tahun 2 bulan.

7. Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat dan Tergugat pernah

berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha

tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara

Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia

sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan

terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu
maka penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada

ketua pengadilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan

memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon
keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan
asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2024, kemudian surat kuasa
tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat
pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian
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setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil

surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli
surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk
beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali
bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang

dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup,

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA

Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah
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dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;
2. Bukti Saksi.

1. saksi I, umur 54 tahun, agama lIslam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kambupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah suami isteri yang sekarang telah dikaruniai 2 orang anak,
bernama Anak Penggugat dan Tergugat Dan Anak Penggugat dan
Tergugat umur 9 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat yang menjadi
penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang
cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa oleh karena nafkah dari Terggat tidak cukup maka
kemudian Penggugat bekerja ke Singapura dan ketika Penggugat
bekerja di Singapore tersebut Tergugat yang seharusnya menjaga
anak-anaknya malah menitipkan anak-anakknya tersebut ke Panti
asuhan sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat telah pulang dari
Singapura akan tetapi sudah tidak kumpul rukun lagi sampai
sekarang;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi Il, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Kambupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan
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yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena Penggugat adalah saudara misan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak
Penggugat dan Tergugat (13 tahun) dan Anak Penggugat dan
Tergugat ( 9 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2016 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau
bekerja sehingga Penggugat pada tahun 2016 memutuskan pergi
merantau menjadi TKW ke Singapura untuk bekerja;

- Bahwa seingat saksi beberapa saat setelah Penggugat
bekerja di luar negeri Tergugat kemudian menyerahkan anak-
anaknya di panti asuhan sedangkan Tergugat sendiri pulang ke
rumah saudara Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat sudah puts komunikasi sejak tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat telah pulang dari uar
megeri akantetapi tetap tidak kumpul rukun dengan Tergugat sampai
sekarang sudah 7 tahun lebih;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara A quo di daftar melalui aplikasi E-Court pada
sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa
dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun
2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah
menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024, asli
surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan
Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 29 September
2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-
Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1,
Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal
standing/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/
kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya
didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk
dari hadist Rasulullah SAW :

ibas Il olg,) ad 5> ¥ JU)

Artinya :” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

dan gugur haknya ” ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 sebagai berikut:
.5_9.0.).“ &_Louw )l?_ o_)')'_xj'_9| 4._JJ|_9J"J o_)L'a7| PrE T Q|_9
(V€9-Y- )l N ade oSllg ainlg

Artinya :“ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh

pula menetapkan hukum atasnya ” ;
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yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan
Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa sejak maret 2016 antara Pengugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi
dimana Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak
terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat memutuskan
pergi merantau menjadi TKW ke Singapura untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak Juli 2017;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan
juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat
berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Februari
2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti
P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR dan keterangannya didasarkan
atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan
yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah
keluarga/orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut
didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah
dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan
Agama Tulungagung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak
Februari 2012;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,
bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 13 tahun dan Anak
Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,
namun sejak Maret 2016 sudah sering bertengkar;

- Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat tidak mau bekerja dan
tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak-
anaknya sehingga Penggugat memutuskan pergi merantau menjadi TKW ke
Singapura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa ketia Penggugat di luar negeri (Juli 2017 ) Tergugat
menitipkan anak-anaknya ke Panti asuhan sehingga kembali terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan putus komunikasi dan
telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Terggat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri
harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak
mau bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan
anak-anaknya sehingga Penggugat memutuskan pergi merantau menjadi TKW
ke Singapura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak Juli 2017 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak
sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini
merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian
antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan
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gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap
Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2020 jo.
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-

Rum ayat 21 :

L] | giSouui) L?';Ji pSauiil o @SJ 315 Ol wilil os
U9y poa) WY s (9 Ol do> 5 8350 pSin J2zg

Artinya:Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh

yang berbunyi :

dlasll o> (e o aio suwliall s,
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Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat
dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut :

woldll ade §lb lgzgs) azg il as, pas awal ols
Ll

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Shicl ol a3 3l dinn iola)l sa) lges w138
Lol oy & uiansdl plgs azo Hlayy W sl olSs 2ol
aisl aalb Lgalls login Yol & olll j=eq Log)

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka
telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada
rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah
tempat tinggal lebih dari 7 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh
karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat
dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.
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Biaya Perkara
Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp

330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui
Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
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Hakim Anggota | Hakim Anggota |l
ttd ttd
Drs. H. Imam Rosidin, M.H. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd
Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 60.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 330.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
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